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PEMERINTALR KA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA
JALAN SAROLANGUN —~ JAMBI KM. 1 K

LIPATEN SAROLANGUN
YANAN TERPADU SATU PINTU
EC. SAROLANGUN

SAROLANGUN

HEPUTUSAN KEPALA DI
TERPADU SATU
NOMOR : 81 TAHUN 20223

NAB PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

TENTANG
[ZIN OPERABIONAL TAMAN HKANAN-KANAK
WTK ISLAM TERPADU IHYA ASSUNNAH"

DESA PAYO LEBAR KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memibwcn

Mengingnt

- 24 Tahun 2018 tentang Pelayinnn Perizinan Berusnha

HABUPATEN SARDLANGLIN
Sural Permohonnn Kepaln TK [1SLAM TERPADU IHYA ASSLINNAH

: Naror & 18/ TK.ITIHY /2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Preiriptin f uinn

tein Operastonnl; :
Berdasarkan Kelentunn Pasal 24 ayat {I) Pernturan Pemeriniah Nomor
Terinicgrasi

Secarn  Elektronik. Telah  dikeluarkan Olch BEPM. Nomor Induk

Berusaha : 1213000450213 pada Tanggal | April 2021, .
I. Undong-undang Nomor 20 Tehur 2003, flentang Sistem
Pendidikan Nasional  |Lembaran Negara Republik Indonesin

Tahin 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negarn Republik
[ndfonesin Nomor 4300);
2.  Undanp-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentiukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Knbupsten Muaro
Jumbi, dan Kabupaten: Tanjung Jdabung Timur (Lombaran
Negara Republik  Indonesiaa Tanhun 1999 Nomor 182,
Tambaohan Lembaran Megar Repullik Indonesia: Nomor 390.3)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomaor 14
Tahun 2000 tenteng Perubshan Atns Undang-undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muoro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik

Indomesin Nomor 3060);
J. Peraturan’ Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelengearann Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan  Pemcrintah  Nomor 27 Tahun 1990 fentang
Pendidikan Pra Sckolah (Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 34.10);
9.  Pematuran Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
6. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinei
sebagal Daerah Otonom;
7. FPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang
Felayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Penididikan Nasional Nomor 58 Tahun 20009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebuda aan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 teniang 'F'::':l'l.lhni'lenpuﬂm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar

Taman Kanak-kanak;




